
GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GOROI\ITALO

NOMOR O1 TAHUN 2011

TENTANG

PEN]ABAMN ANGGAMN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAEMH

PROVINSI GORONTALO TAHUN AI\IGGARAN 2011

Menimbang : a.

Mengingat

GUBERNUR GORONTAI-O,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2010 tentang Angr;aran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anrggaran 2011 sebagai landasan

operasional pelaksanaan APBD Tahun 2011;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Penjabelran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Gorontalolfahrun Anggaran 20Ll;

Undang-Undang Nomor 12 Tahurn 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

sebagaimana telah diubah dengan Unrdang-Undang Nomor 12 Tahun

1994 (Lembaran Negara Republik Inrlonesia Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lenrbaran Negara Republik Indonesia

Tahun L997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun ,Z0Ct0 tentang Pembentukan Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara t{eprublik Indonesia Tahun 2000

Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4060);
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12. Undang-Undang Nomor 33 Tahurr 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusrt dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L26

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 27 Talrun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Penruakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 50a3);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 21009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaranr Negara Republik Indonesia

Nomor 50a9);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Terhun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a02\B);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Terhun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Flepublik Indonesia Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan Lembaran Ne1;ara Republik Indonesia Nomor

44t6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tdhun 20A7 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Nomor a7L2);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a502);
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor t37, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun ,2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2A04 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia lNomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2404 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 442L);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun 2004 Nomor L25,

Tambahan Lembaran Negara Repr-rblik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor t2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tamhahan I embaran Nenara Rpnrrhlik Tndnnccia Nnmnr 49,44\.
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18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 T,ahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

136, Tambahan Lembaran f\egara Republik Indonesia

Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor I37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 
'Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembarian Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 lfahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor "79 ll-ahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);
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26.

27.

28.

30.

3 1 .

32.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tilhun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Femerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a6Lfl;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 
-[ahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerieh Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Penrrakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyanakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nclmor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a7:J7);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenan,g sefta Kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

Peraturan Presiden Nomor 54 Talrun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006

Nomor 03 Seri E).

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 201.0 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Gonrntalo Tahun Anggaran 2011

(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

PERATUMN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TENTANG

PEN]ABAMN ANGGARAN PENDAPA,TAN DAN BELANJA DAEMH

PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGAMN 2011

Menetapkan
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai

berikut:

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 120.289.620.520,00

b. Dana Perimbangan Rp. 513.873.300.000,00

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. ,00

JumlahPendapatan Rp. 634.162.920.520,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah

5) Belanja Bantuan Sosial

6) Belanja Bagi Hasil

7) Belanja Bantuan Keuangan

B) Belanja Tak Terduga

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan

Rp. 203.973.905.336,00

Rp.

Rp. 3.200.000.000,00

Rp. 41.500.000.000,00

Rp. 6.000.000.000,00

Rtp. 44.170.9t1.328,00

Rp. 7.500.000.000,00

Rp. 5.000.000.000,00

Rp. 311.344.816.664,00

Rp, 59.409.987.289,00

Rp. 25.000.000.000,00

Nerto Rp. (34.409.987,289.00)

0,00

Rtp. 29.512.322.880,00

Rp. 206.890.057.594,00

Ro. 120.825.710.671,00

Jumlah Belanja

Rp. 357.228.091.1a5.00

Rp. 668.572.907.809,00

Surplus/(Defisit) Rp. (34.409.987.289.00)

Rp. 0,00
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Pasat 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubennur ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dialam Pasal 1 dirinci lebih lanjut

dalam Lampiran II Peraturan Gubemur ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3l merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang - undang;an.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinl[ahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dalam Berita Daerah.

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011 NOMOR 1
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
3 Januari 2011

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
3 Januari 2011


